BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BEN GKALIS
NOMOR 23 TAHUN 2013 '

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN BANTUAN OPERASIONAL PEMILIHAN.-
KEPALA DESA DAN BANTUAN DANA PURNA BHAKTI KEPALA DESA =

A;'Méni‘mba'ng :

. Mengingat

a.

bahwa dalam '
penyelenggaraan pemilihan  Kepala Desa serta sebagai
-~ imbalan atas pengabdian Kepala. Desa yang telah habis o

" masa Jabatan di Kabupaten -Bengkalis, perlu diatur ..

DI KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA -

BUPATI BEN GKALI S,

rangka < mendukung = pe'laksanaa'n,f '

Pedoman = Pelaksanaan Pembayaran Bantuan Operasmnal

* Pemilihan Kepala Desa dan Bantuan Dana Purna Bhakti -~

-.’A.i bahwa o
'dlmaksud’ ~dalam - huruf. a,

Kepala ~ Desa.
,-Kepala Desa di Kabupaten Bengkahs

" Undang-Undang , ' Nomor 12
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan

" Daerah Provinsi Sumatera. ‘Tengah

. Kepala Desa di Kabupaten Bengkahs

.berdasarkan k- pertlmbangan 'sébagaimana

Peraturan ° - Bupati = Bengkalis . tentang
Pelaksanaan Pembayaran Bantuan Operasional Pemilihan -
dan ' Bantuan “Dana  Purna

Tahun 1956 tentang

(Lembaran Negara

. 'Repubhk Indonesm Tahun 1956 Nomor 25);°

'Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

. Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia -
",-,v‘_Nomor 4286), : »' e : T N
£ tUndang-Undang N omor

Tahun | 2004 ténta‘ng .

.~ Perbendaharaan . Negara e (Lembaran "+ "Negara
" Republik - Indone51a ‘Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
,-'Lernbaran ,Ncgara o Repubhk Indone51a Nomor.
: 4355L- B

Undang Undang Nomor 15 Tahun 20
- Pengelolaan - dan

= (Lembaran - Negara
“'Nomor 57, Tambahan Lemb

~ Nomor 4389)

Tanggung]awab Keuangan  Negara:
Repubhk Indonesm Tahun 2004
aran Negara Repubhk Indonesaa

perlu-  menetapkan . .
- Pedoman ... -

Bhakti - : e

04 t'entang‘Pemerik'saan‘ R
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Undang-Undang ‘ "'Nbfr?lo‘r 32 Tahun = 2004

- tentang, Pemerlntahan " Daerah (Lembaran = Negara
. Republik = Indonesia " : ‘Tahun 2004' ~Nomor - 125,

 Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia
+“Nomor 4437), sebagalmana telah diubah beberapa kali
o terakhlr ‘dengan  Undang-Undang- Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32

“Tahun = 2004 ~ tentang -~ Pemerintahan ~ Daerah
‘ :(Lembaran Negara Repubhk Indonesia - Tahun - 2008
-~ Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara: Repubhk Indonesm
-,'Nomor 4844), ‘ S :

;, Undang Undang Nomor .33 Tahun ‘2004 ~_tentang

- Perimbangan Keuangan - antara  Pemerintah ~ Pusat

. dan Pemermtahan " Daerah- (Lembaran Négara

+Republik _Indonesm . Tahun 2004 ‘ Nomor 126,

SR ﬁTambahan : Lembaran Negara Repubhk Indonesmv
.. Nomor 4438), e

.*‘Undang Undang Nomof 12 Tahun" 201 1‘ " tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran = - - :
- Negara - Repubhk Indonesm Tahun 2011 Nomor 82,
- Tambahan Lembaran w3 Negara Repubhk Indonesia
- Nomor5234); . | :

kPeraturan Pemerlntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

- Pengelolaan Keuangan " Daerah - - (Lembaran Negara -
- Republik - Indonesm ‘Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
-j_"jLembaran Negara Repubhk Indone31a N omor 4578) e

.flf‘Peraturan Pemermtah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa'
. (Lembaran ° Negara Repubhk Indonesia Tahun = 2005
" “Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm

: Nomor 4578),

10
'~ 'Pedoman Pembinaan ‘dan Pengawasan ~ Penyelenggaraan
 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemermtah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

~ Tahun 2005 Nomor ! 165, - Tambahan Lembaran Negara’.

i Republik Indone81a Nomor 4595);

1. V'Peraturan Pemermtah ‘Nomor - 38 Tahun 2007 tentang RS
‘k‘jPembaglan Urusan Pemermtahan ‘antara Pemermtah :
,’Pemerlntahan Daerah Provm81 dan- Pemerlntahan Daerah

~ Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubhk Indonesia
~ Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lernbaran , Negarav

C 1o,

Repubhk Indone51a Nomor 4737),

Peraturan Menter1 Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

“‘tentang-  Pedoman ' Pengelolaan =~ Keuangan Daerah,

s sebagalmana telah diubah beberapa kali terakhir dengan =

Peraturan Menterl Dalam Negem ‘Nomor 21 Tahun 2011

. tentang Perubahan ~Kedua atas Peraturan . Menteri T
_+ Dalam Negeri Nommor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah : : :
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1:3_, Peraturan Menterl Dalam Neger1 35 Tahun 2007 tentang
‘ Pedoman Umum Tata - .Cara Pelaporan dan Pertanggung
’Jawaban Penyelenggaraan Pemerlntahan Desa ‘

: ',14.‘vPeraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 37 Tahun 2007 .

. tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan -Desa;

 1'5.' Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 13

~ Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah s
- Kabupaten Bengkahs Tahun 2007 Nomor 13); ' S

 16.« Peraturan - ‘Daerah Kabupaten Bengkahs~ Nomor ~ 04

- Tahun 2008 tentang ‘Pedoman Penyusunan Organisasi
dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkahs Tahun 2008 Nomor 04) :

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor : 06

_ Tahun 2008 tentang Badan - Permusyawaratan Desa

- (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkahs Tahun 2008
Nomor 06), : S :

18. Peraturan Daerah "Kabupaten Bengkalis Nomor 07
o Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
 Daerah - Kabupaten  Bengkalis (Lembaran . ‘Daerah
Kabupaten Bengkahs Tahun 2008 Nornor 07) ‘

19. Peraturan  Daerah ° Kabupaten Bengkalis Nomor 2
~Tahun 2012 tentang Organisasi = dan Tata ~Kerja
Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dan Lembaga Teknis Daerah - Kabupaten  Bengkalis;

n ‘(Lembaran ‘Daerah Kabupaten Bengkahs “Tahun 2012

- Nomor 2);

- MEMUTUSKAN

D PERATURAN ; BUPATI BENGKALIS TENTANG - PEDOMAN
PELAKSANAAN PEMBAYARAN BANTUAN - OPERASIONAL
PEMILIHAN KEPALA DESA DAN BANTUAN DANA PURNA BHAKTI L
‘KEPALA DESA DI KABUPATEN BENGKALIS ' o

BAB I
'KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupat1 ini, yang dlmaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkahs L

 2. " Pemerintah Daerah adalah Bupat1 dan Perangkat Daerah e

| sebagal unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

Bupatl adalah Bupat1 Bengkahs

4. » Kecamatan ;. adalah w1layah kerja Camat sebagai
’ Perangkat Daerah Kabupaten Bengkahs ’ B
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Camat adalah Kepala Keéarhatan;

Desa  adalah  kesatuan masyaifékat" "~ hukum

.yang memiliki batas batas wilayah  yang berwenang

 untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
‘ 'setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat

yang' diakui dan dihormati dalam sistem pemermtahan

| Negara Kesatuan Republik Indones1a

Pemermtahan - Desa adalah penyelenggraan urusan
pemerintahan - oleh’ Pemermtah Desa . dan = Badan

~ Pemusyawaratan  Desa dalam mengatur dan. mengurus.

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul

dan adat istiadat setempat yang d1aku1 dan dlhormatl_

dalam sistem  pemerintahan  Negara ° Kesatuan

‘Republik Indonesia;

: Pemerlntah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa
_sebaga1 unsur penyelenggara pemerlntahan desa; ~ ~

. Badan- Pemusyawaratan Desa selanjutnya dlslngkat BPD
- adalah lembaga yang merupakan ' perwujudan demokrasi Lok
- dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebaga1 unsurj N
»penyelenggara pemenntahan desa; f;“ e S
Dana Purna Bhakt1 adalah bantuan dana yang dlberlkan :

kepada Kepala Desa yang - habis masa - jabatan R
~ yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja o

~ Daerah Kabupaten Bengkahs

PO

E keuangan tahunan - pemermtahan desa yang dibahas =~
dan dlsetu_]ul ‘bersama  Pemerintah  Desa - dengan =
. Badan Pemusyawaratan Desa serta d1tetapkan “dengan.

\Anggaran N Pendapatan dan Belanjé s Desa

selanjutnya ~  disingkat ~ APBDes = -adalah ' rencana

" ‘Peraturan Desa

- . dapat dlberlkan_
- Kepala Desa;

(2) '.Bantuan Operaswnal Pemlhhan Kepala Desa‘ sebagalmana' »
dimaksud dalam = ayat (1), = diberikan .1 (satu) kali =
' dalam pelaksanaan pemilihan Kepala- Desa ; R .

Pemlhhan Kepala Desa

(3) L
\ ditetapkan lebih

’Besaran Bantuan Operasmnal

P , BABII L

o BANTUAN DANA OPERASIONAL PEMILIHAN KEPALA DESA s
Pasal 2 2 o '

Dalam - pelaksanaan perhiiihan’ " Kepala »Desa, )

Bantuan Operasional . Pemilihan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

o lanjut dengan Keputusan Bupat1 ‘



§ . BABII | |
BANTUAN DANA PURNA BHAKTI KEPALA DESA

Pasal 3

B (1) ‘Bagi Kepala Desa yang telah habls masa Jabatannya
- dapat dlberlkan Bantuan Dana Purna Bhalkti;. L
(2) "Bantuan Dana Purna Bhaktl sebagalmana dimaksud

~~ dalam ayat (1) diberikan -~ ‘dalam . 1 (satu) kah

S masa Jabatan Kepala Desa : ’ . '
n*(3).lABesaran Bantuan Dana Purna Bhakti’ sveibagai‘mana' E

. dimaksud - dalam " ayat (1), ditetapkan lebih lanjut

o \dengan Keputusan Bupatl R e s

v BAB vV
PEMBIAYAAN
= Pasal 4 )

Segala biaya yang : t1mbu1 . aklbat o dltetapkannya |
- Peraturan Bupat1 ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan
~dan- Belanja Daerah Kabupaten Bengkahs ~ '

BABV S
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

& _;Peraturan Bupatl ini mu1a1 berlaku pada tanggal dlundangkan

.’_Agar setlap . orang dapat mengetahulnya, memermtahkari :
- pengundangan ~ Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
- dalam Benta Daerah Kabupaten Bengkahs : .

Nl

 Ditetapkan di Bengkalis.
pada tanggal 10 April 2013

Dlundangkan di Bengkahs Eay
. pada tanggal 10 pril 2013 ‘
o ;,SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Drs H ASMARAN HASAN

' BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2013 NOMOR 2% i e



